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BAB V  

MODEL PENGELOLAAN ZAKAT DI PONOROGO 

KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA 

         Pada Bab V ini, data dan temuan dari penelitian di lapangan tentang 

pengelolaan zakat di kabupaten Ponorogo, yang dipaparkan dan dipetakan pada di 

bab IV akan dianalisis secara lintas kasus. Analisis ini dilakukan untuk 

mengkonstruksikan konsep-konsep yang ditarik dari informasi empiris. 

Rekonstruksi konsep-konsep ini untuk disusun menjadi proposisi/ qad}a>ya>  tertentu 

sebagai teori.
1
 

       Bagian yang dianalisis pada bab ini sesuai fokus penelitian yang meliputi 3 

tinjauan, (1) klasifikasi tipe pengelolaan zakat yang berkembang di Ponorogo, (2) 

kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe, (3) mencari formulasi model yang 

tepat efektif dan efisien yang bisa diterapkan..  

A.  Klasifikasi Model Pengelolaan Zakat. 

         Pelaksanaan syariat zakat di masyarakat kabupaten Ponorogo sebenarnya 

telah ada sejak lama, mungkin sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu atau 

lebih, terutama zakat fitrah yang biasa dilaksanakan di masjid-masjid, mushola, 

atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Adanya pelaksanaan zakat 

fitrah secara individual saat ini dan sejak beberapa dekade yang lalu, kemudian 

munculnya pengelolaan zakat ma>l secara korporatif (jama>‘iy) bukan sesuatu yang 

                                                           
1
 Karl Popper, Mant}iq al-Kashf al-‘Ilmiy, terj. Ma>her Abd al-Qa>dir  Muhammad Aly,  (Beirut: 

Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyah, 1986) , 30.  Baca  Ian Dey, Qualitative Data Analysis, a User 
Friendly Guide For Social Scientists (London: Routledge Taylor & Francis Group, 1993), 31.  
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berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal di masyarakat. Di antaranya  

kondisi ekonomi, minimnya pemahaman terhadap ajaran agama dan rendahnya 

kesadaran untuk mengamalkannya, dan masih banyaknya yang abangan atau 

Islam KTP. Indikasi abangan itu terlihat dari masih banyaknya orang yang 

meninggalkan shalat, tidak melaksanakan shalat Jum’at, dan masih banyaknya 

orang yang tidak menjalankan puasa wajib seperti yang sering terlihat di tempat-

tempat umum pada siang hari di warung-warung dan pasar.      

          Lebih dari itu, bahkan bila dirunut ke belakang lebih jauh, hal itu terkait 

dengan penyebaran Islam dalam sejarah kabupaten Ponorogo sejak awal mula 

didirikannya Kabupaten Ponorogo oleh Bathara Katong, proses Islamisasi 

masyarakat Ponorogo dari agama sebelumnya Hindu atau Budha yang belum 

sempurna sehingga keislaman masyarakat belum ka>ffah. Hal itu semuanya 

merupakan suatu realitas atau fenomena praktik keagamaan yang juga saling 

terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk di adalamnya pelaksanaan 

zakat. Pengelolaan pelaksanaan zakat mal, infaq dan sedekah oleh lembaga, baru 

beberapa tahun terakhir dilaksanakan, di samping masih ada pengelolaan zakat 

oleh perorangan secara individual. 

         Pada sub bab ini data dan temuan tentang pengelolaan zakat di kabupaten 

Ponorogo, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dianalisis dari segi 

klasifikasi modelnya. Klasifikasi yang dimaksud di sini ialah proses 

pengelompokan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Klasifikasi ini 

sebuah metode untuk mengurai dan menyusun  data secara sistematis menurut 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

205 
 

beberapa aturan atau kaidah yang ditentukan.
2
 

       Dari paparan data pengelolaan zakat pada Bab IV di atas, pengelolaan zakat 

dapat dilihat dari beberapa aspek, dari aspek bentuk pengelolaannya,  plus 

minusnya, dan karakteritiknya. Dari aspek bentuknya semua amil zakat atau 

pengelola zakat, pelaksana atau apa pun namanya, di kabupaten Ponorogo dapat 

dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe individual (fardiy)  dan tipe korporatif 

/kolektif  (jama>’iy ). 

      Tipe individual atau perorangan (fardiy) aplikasinya bermacam-macam: 

1. Seseorang atau perorangan mengelola zakatnya sendiri, menghitung sendiri 

harta wajib zakatnya dari dirinya sendiri, disalurkan sendiri dengan 

memberikan zakatnya langsung kepada mustahiknya. 

2. Seseorang muzaki mengeluarkan zakatnya sendiri membagikannya kepada 

perorangan yang dia pilih sendiri di antara mustahik yang di lingkungannya 

atau fakir miskin yang datang untuk meminta bagian zakat; atau  menitipkan 

sebagian zakatnya kepada  Amil Zakat perorangan atau lembaga amil zakat 

dan sejenisnya. 

       Pengelolaan zakat individual (fardiy) ini mereka lakukan karena beberapa 

sebab atau alasan:  

1. Kurangnya pengetahuan dari sebagian mereka tentang fiqih zakat yang 

sesungguhnya.  

                                                           
2
 Aly Sa>mi> al-Nasha>r, al-Mantiq al-S}u>riy Mundh Aristo H}atta > ‘usu>rina> al-H}a>d}irah (al-

Iskandariyah: Da>r al-Ma’rifah al-Ja>mi’iyah, 2000), 229. 
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2. Tidak adanya lembaga amil zakat di lingkungan mereka atau ada namun 

lembaga itu belum berjalan, atau keberadaannya belum dikenal, atau sudah 

dikenal tetapi belum meyakinkan sehingga mereka belum sreg untuk 

menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat itu. 

3. Adanya perasaan lebih mantap dari muzaki jika zakat dibagikan sendiri 

secara langsung kepada penerimanya.  

4. Adanya sifat tertutup, tidak transparan, dikarenakan jumlah zakatnya kecil 

atau belum sesuai dengan yang seharusnya sehingga malu atau takut 

diketahui orang lain, meskipun dengan dalih untuk menyembunyikan, supaya 

tidak riya’  dan menjaga keikhlasan, meskipun sebenarnya kebalikannya. Hal 

itu bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang menyebutkan bahwa sedekah itu 

ada yang bersifat sirriyyah dan ada yang ‘ala>niyah3
 seperti yang ada di ayat 

274 dan 271Surat al-Baqarah: 

هَارِ سِرًّا وَعَلََنيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرىُُمْ عِنْدَ رَبِِّّمْ وَلََ  خَوْفٌ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ بِِللَّيْلِ وَالن َّ
 عَلَيْهِمْ وَلََ ىُمْ يََْزَنوُنَ 

 
       Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) 

sembunyi-sembunyi mapun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi 

Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersdih hati.
4
 

 

رُ  رٌ لَكُمْ وَيُكَفِّ ا ىِيَ وَإِنْ تُُْفُوىَا وَتُ ؤْتُوىَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر   .عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللََّّ

                                                           
3
 Lihat kata sirron wa ‘àla>niyyatan dalam Surat al-Baqarah ayat 274, Surat al-Ra‘d ayat 22, Surat 

Ibra>hi>m ayat 31, dan Surat Fa>t}ir ayat 29. Lihat juga dalam Surat al-Baqarah ayat 271 perihal 

memperlihatkan (ibda>’)atau menyembunyikan (ikhfa>’) sedekah: In tubdu> al-s}adaqa>t fani‘imma> 
hiya wa’in tukhfu>ha> wa tu’tu>ha> al-fuqara>’ fahuwa khayrun lakum. 
4
 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemah, 2012, 47. 
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       Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik , dan jika kamu 

menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin 

maka itu lebih baik bagimu.
5
 

 

       Sedekah atau zakat yang wajib sebaiknya bisa ‘ala>niyah. bisa diumumkan 

sebagai syi’ar, boleh diketahui eleh orang banyak sebagaimana shalat wajib lima 

waktu sebaiknya dilakukan dalam jama’ah di masjid sebagai syi’ar, Sedekah 

sunnah sebaiknya bersifat sirriyyah seperti yang dicantumkan dalam S}ah}i>h} al-

Bukha>riy nomer 666. 

 6.وُ ينُ يَ  قُ فِ نْ ما ت ُ  وُ الُ شِ  لمَ عْ  ت َ  لََ تَّّ ا حَ اىَ فَ فأخْ  صدقةٍ بِ  قَ دَّ صَ تَ  لٌ جُ و رَ ....

       ...dan orang laki-laki yang memberikan sedekah dan menyembunyikannya 

sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. 
 

Hal itu seperti shalat-shalat sunnah, sebaiknya dilaksanakan di rumah , untuk 

menjaga keikhlasan dan menjauhi riya’. 

         Pengelolaan zakat individal bisa berakibat tidak sahnya amal zakat 

dikarenakan salah niat atau berubah niat dari niat melakukan zakat sebagai 

kewajiban menjadi sekedar pemberian supaya mendapat pujian dari yang diberi. 

         Jika dilihat dari aplikasi maqa>s}id al-shari>‘ah dalam zakat, pelaksanaan zakat 

individual kurang mengenai sasaran maslahatnya, karena zakat itu pada 

hakikatnya ibadah makhd}ah, yang tujuannya maslahat sosial secara umum bukan 

maslahat individual. Hukum zakat itu merupakan hak prerogratif Allah yang 

                                                           
5
 Ibid., 47 

6
 Al-Bukha>riy, al-Ja.mi‘ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Muh}tas}ar  (Beirut: Da>r al-Fikr, 2000), 163. Hadith 

no. 660. 
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pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga pemerintahan negara. 

Jadi pengelolaan zakat secara individual itu sah dalam keadaan darurat tidak 

adanya lembaga amil zakat, asal dengan motivasi iman dan sedapat mungkin 

muta>ba‘at al-sunnah. 

          Pengelolaan zakat korporatif, kolektif (jama>‘iy). Dari observasi dan 

pendataan di lapangan peneliti menemukan di kabupaten Ponorogo ada delapan 

lembaga pengelola zakat korporatif. Yaitu BAZNAS Daerah atau Badan Amil 

Zakat Nasional Daerah Ponorogo, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul 

Ulama, dan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Umat Sejahtera, 

LAZISWAF Unida Gontor, LAZIS Mari Berzakat, dan Panitia Zakat Desa Jintap 

Wonoketro. Delapan lembaga amil zakat itu, mempunya segi-segi kesamaannya 

dan segi-segi  perbedaan.  

       Segi-segi kesamaannya:  

       Apabila 8 lembaga itu diperbandingkan, maka dapat dikemukakan hasilnya 

sebagai berikut: 

1. Delapan pengelola zakat korporatif  itu semuanya merupakan entitas yang ada 

dan bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq sedekah di kabupaten 

Ponorogo atau minimal pernah ada. Kehadiran lembaga-lembaga  amil zakat 

itu di kabupaten Ponorogo adalah suatu fenomena yang positif, karena hal itu 

merupakan implementasi hukum syariah dalam kehidupan, khususnya dalam 

zakat, dan pengelolaan kolektif itu mashru>‘. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

209 
 

2. Delapan  lembaga amil zakat itu semua memiliki status legalitas atau payung 

hukum yang melindungi kerja dan kegiatannya dalam menghimpun dana zakat 

dan mendistribusikannya. 

 3. Semuanya telah menjalankan fungsinya sebagai mediator antara muzaki dan 

mustahik, dan dalam melaksanakan tugasnya dalam menghimpun dana zakat 

dan mendistribusikannya, masing-masing telah berhasil dan mengukir 

prestasi dalam menghimpun, mendistribukan dan mendayagunakan dana 

zakat. 

4. Semuanya memiliki sarana dan prasarananya untuk mendukung kegiatannya, 

meskipun masih dalam batas minimal. 

5. Visi dalam artian pandangan atau wawasan ke depan, mereka memiliki, 

demikian misi dalam artian tugas amanat yang harus diperjuangkan, semua 

mengemban amanat itu. 

Semua lembaga amil zakat yang ada itu memiliki karakteristiknya masing-masing. 

Segi-segi perbedaan di antara 8 lembaga amil zakat itu: 

1. Sama-sama sebagai entitas yang ada, usia keberadaannya berbeda-beda. Jika 

diklasifikasikan dengan kelompuk 5 tahunan, maka dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Usia 1 – 5 tahun = 4 lembaga ( LAZIS Nahdlatul Ulama, LAZIS Baitul Maal 

Hidayatullah, LAZISWAF UNIDA GONTOR dan LAZIS Mari Berzakat). 

b. Usia 6 – 10 tahun     = 1 lembaga (LAZIS Muhammadiyah). 
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c. Usia 11 – 15 tahun   = 2 lembaga  ( BAZNAS Daerah Ponorogo dan LAZ 

Umat Sejahtera). 

d. Usia   ≥ 16  tahun    =  1 lembaga (Panitia Zakat Desa Jintap Wonoketro). 

2. Dalam hal status kelembagaan, walaupun secara umum semua memiliki status 

legalitas, namun bervariasi tingkat legalitasnya.  

            Ada LAZIS yang memiliki status legal formal sebagai lembaga yang 

berbadan hukum, disahkan dengan SK Menteri untuk induk organisasinya, 

yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK induk organisasinya kepada LAZ 

yang merupakan cabang atau bagian dari jaringan organisasi nasionalnya; 

atau dengan Akte Notaris.Yang termasuk kelompok ini BAZNAS Daerah, 

LAZNAS BMH, LAZISMU dan LAZISNU.. Ada yang legal formal sebagai 

badan hukum yang disahkan dengan akte notaris meskipun tidak punya induk 

organisasi. Jenis ini ialah LAZ Umat Sejahtera. 

              Sebagian lain ada yang berstatus legal nonformal. Berdirinya disahkan 

cukup oleh lembaga atau organisasi lokal yang menaunginya, dengan SK 

resmi, maupun secara konvensional dengan keputusan organisasinya. Yaitu 

Laziswaf Unida Gontor.dan Panitia Zakat Desa Jintap.dan LAZ Mari 

Berzakat (status tidak jelas). 

3. Dalam hal pemilikan sarana prasarana, ada lembaga yang memiliki sarana 

prasarana yang cukup memadai, terdiri dari bangunan kantor/sekretariat 

sendiri secara permanen, atau semi permanen, alat komunikasi dan media 

publikasi. Yaitu LAZNAS BMH, LAZISNU. Laziswaf Unida Gontor, dan 
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Panitia Zakat Desa Jintap. Ada yang kurang memadai, ada kantor tetapi 

sifatnya menumpang di kantor pengurus organisasi penaungnya, atau 

departemen pemerintahan, yaitu BAZNAS Daerah dan LAZISMU. Dan ada 

yang minim sarana prasarana atau tidak jelas.yaitu LAZ Mari Berzakat. 

4. Perbedaan dalam fungsi, tugas dan program kerja teletak pada pencapaian hasil 

kerja. Dari pengamatan  prestasi atau hasil yang dicapai oleh 8 LAZ tersebut 

dalan kurun waktu satu tahun, ditemukan , hasilnya sebagai berikut: 

No. Nama LAZ 
Nominal Prestasi 

(Rp) 
Ranking 

1 LAZ Umat Sejahtera 583.579.600 I 

2 LAZIS B M Hidayatullah 553.272.400 II 

3 BAZDA Ponorogo 425.705.020 III 

4 LAZISWAF UNIDA GONTOR 309.271.442 IV 

5 LAZIS Muhammadiyah 123.560.500 V 

6 LAZIS Mari Berzakat 74.780.000 VI 

7 Panitia Zakat Jintap 23.320.000 VII 

8 LAZIS Nahdlatul Ulama 7.500.000 VIII 

 

      Ranking tertinggi LAZ Umat Sejahtera, lembaga amil zakat yang 

independen. Sedangkan peringkat keduanya diraih oleh LAZIS BMH usianya 

sebagai cabang LAZNAS BMH baru dibawah lima tahun, tetapi mempunyai 

induk organisasi yang sudah cukup kuat dan berskala nasional. Sedangkan 

ranking terendah LAZIS NU, lembaga amil zakat yang berafilasi di bawah 
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organisasi nasional Nahdlatul Ulama  sebelum dikonsolidasikan dan disahkan 

akhir 2013.  

5. Ditinjau dari ada dan tidaknya afiliasi, ada dua model yaitu yang berafiliasi dan 

yang mandiri. Dari fakta ranking prestasi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

adanya afiliasi LAZ bukan faktor penentu keberhasilannya. 

 a) Yang berafiliasai kepada BAZNAS, yaitu BAZDA; dan yang berafiliasi 

kepada organisasi kemasyarakatan induknya, yaitu LAZIS 

Muhammadiyah, berafiliasi kepada Perserikatan Muhammadiyah; lAZIS-

NU berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama; dan LAZNAS BMH 

Cabang Ponorogo berafiliasi kepada organisasi sosial LAZNAS-BMH 

PUSAT, yang saat ini sudah bersekala nasioinal,  atau yang berasal dari 

Pesantren Hidayatullah. 

b) Yang mandiri, tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan tertentu: 

LAZ Umat Sejahtera, LAZ Mari Berzakat, Laziswaf Unida dan Panitia 

Zakat Desa Jintap Wonoketro. 

6, Dalam hal profesionalitas kerja, lembaga amil zakat yang tugas utamanya 

bekerja secara nyata menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya, 

kedelapan lembaga amil zakat ini berdeda-beda kadar profesionalitasnya. Ada 

yang cukup profesional dan ada yang kurang profesional. LAZ yang cukup 

profesianal ialah LAZ Umat Sejahtera, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah., 

LAZIS Muhammadiyah. Dalam susunan pengurus, personil pada tataran 

operasional disiapkan orang yang telah disiapkan untuk bekerja secara aktif, 
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praktis, dan dinamis; bukan personil yang dipasang menjadi pengurus secara 

simbolis karena figurnya. Lembaga pengelola zakat yang kurang profesional 

ialah BAZDA, LAZIS Nuahdlatul Ulama, LAZIS Mari Berzakat. Lembaga-

lembaga ini personil pengurusnya lebih banyak yang bersifat simbolis, 

sedangkan yang praktisi hanya sedikit. Kemudian Panitia Zakat Desa Jintap, 

sebenarnya personil pengurusnya aktif dan konsisten, tetapi tradisional dan 

statis; kurang ada kreasi atau upaya-upaya pengembangan, ibaratnya jalan 

ditempat. 

        Analisis lintas kasus pada realisasi penyerapan zakat infaq sedekah  

dibandingkan dengan estimasi potensi zakat di Kabupaten Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

      Pencapaian penghimpunan zakat infaq sedekah oleh lembaga amil zakat 

Kabupaten Ponorogo satu tahun (2014) seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 

Penghimpunan zakat infaq sedekah oleh lembaga amil zakat 

 Kabupaten Ponorogo dalam satu tahun 
Jenis dana Jumlah 

Zakat infaq sedekah Rp      2.100.988.962,- 

Zakat fitrah dari UPZ Kemenag Rp          225.400.000,- 

Jumlah Rp       2.326.388.962,- 

 

         Rincian hasil pengumpulan zakat fitrah di Ponorogo tahun 2014: 

No. Asal  Jumlah (kg) Nilai (Rp) 

1 PNS di lingkungan Kemenag 

kabupaten Ponorogo (yang 

28.175 kg 225.400.000 
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dihimpun oleh UPZ Kemenag) 

2 Masyarakat se kab. Ponorogo 

(bukan prestasi dari LAZ) 

1.433.320 kg 11.466.560.000 

 Jumlah 1.461.495 kg 11.691.960.000 

 

       Jika potensi zakat kabupaten Ponorogo ( 2,5 % X PDRB tahun 2012) = 2,5 

/100  X 9,4 T =  235 M. Maka penyerapan hasil penghimpunan zakat infaq 

sedekah oleh lembaga-lembaga amil zakat di kabupaten Ponorogo sebesar Rp 

2.326.388.962,- terhadap potensi zakat  235 milliar itu sebesar : 0,98 %. 

Sedangkan zakat fitrah yangt dilaksanakan masyarakat dan dilaporkan ke 

Kemenag sebesar  Rp 11.691.960.000,- terhadap potensi zakat Rp 235 milliar itu 

sebesar : 4,97 %. 

       Jika delapan lembaga amil zakat itu dianalisis dari segi karakter masing-

masing maka akan ditemukan bahwa masing-masing mempunyai keunikan atau 

karakreistiknya sendiri. 

1. LAZ Umat Sejahtera. LAZ ini legal formal, mandiri tidak berafiliasi, tetapi 

maju dan berhasil. Hasil penghimpunannya tertinggi di antara LAZ lainnya. 

Selain kelembagaannya yang lengkap terdiri dari unsur-unsur yang mesti ada 

dalam organisasi amil zakat, personil pengurusnya cukup profesional, 

walaupun mereka bukan tokoh masyarakat. Profesionalitas LAZ Umat 

Sejahtera ini merupakan integritas dari tiga komponen kepribadian aqidah, 

syariah dan akhlaq. Mereka mempunyai komitmen aqidah untuk 
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melaksanakan syariah zakat, dengan moral sidq dan ama>nah, etos kerja yang 

kuat, semangat juang, dakwah dan militansi yang tinggi. Karakter ini menurut 

penulis terkait dengan latar belakang mereka, yaitu bahwa mereka dari 

kelompok aktifis kajian Islam, tarbiyah Islamiyah, mendirikan lembaga amil 

zakat yang mandiri. Dari tinjauan sosial politik Lembaga Amil Zakat ini 

independen, tidak berpolitik, tidak berafiliasi kepada Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), tetapi personil pengurusnya adalah wong PKS, pendukung PKS dan 

tipenya tipe wong PKS.
7
 

2. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah. LAZ ini berafiliasi kepada induk 

organisasinya yang sudah cukup kuat dan bertarap nasional yaitu LAZNAS 

Baitul Maal Hidayatullah, yang mempunyai sistem yang mapan dan 

merupakan lembaga keuangan dan pendidikan Islam. Etos kerja pengurusnya 

sangat kuat, semangat juang tinggi, militansi. Dalam bekerja berprinsip kerja 

bakti melayani umat dan non profit. Karakteristik LAZNAS BMH Ponorogo 

ini tak bisa dipisahkan dari latar belakang berdirinya dan keterkaitannya 

dengan Pesantren Hidyatullah yang didirikan oleh Ustadh Abdullah Sa’id 

tahun 1973 di Balikpapan. 

       LAZNAS BMH Ponorogo sebagai salah satu cabang dari LAZNAS BMH 

Pusat memang bisa dikategorikan LAZ yang beafiliasi kepada induk 

organisasinya, tetapi organisasi induknya adalah suatu organisasi yang solid 

                                                           
7
 Penilaian di atas penulis analogikan dengan pengamatan penulis tentang  karakter  beberapa radio 

siaran swasta di Ponorogo.seperti PT Radio Gema Surya yang karakternya identik dengan 

Muhammadiyah; dan Radio ASWAJA yang karakternya identik dengan Nahdlatul Ulama; dan 

Radio Nida’ul Khoir yang karakternya identik dengan dakwah kelompok Salaf. 
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(memperoleh sertifikat ISO nasional) dan independen, netral, dalam artian 

tidak menginduk kepada organisasi keagamaan tertentu seperti NU atau 

Muhammadiyah dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Jadi 

sebenarnya LAZNAS BMH Ponorogo itu bisa juga dikategorikan berafiliasi 

tetapi independen. LAZNAS BMH pusat adalah bagian  dari Pondok 

Pesantren Hidatulllah yang saat ini pesantren itu sudah mepunyai cabang yang 

tersebar di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Fokus kegiatan Pesantren 

Hidayatullah  ini sosial, pendidikan dan dakwah dalam rangka pelurusan 

aqidah, ima>maah wa jama>‘ah, tajdi>d, tazkiyat al-nufu>s.ta‘li>m al-kita>b wa al-

hikmah. Lembaga pendidikan Hidayatullah meliputi Play group, TK, SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, dan perguruan tinggi. Dalam perkembangannya 

Hidayatullah kini menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang 

menyatakan diri sebagai gerakan dakwah dan perjuangan Islam (al-harakah al-

jiha>diyyah al-Isla>miyyah) dengan dakwah dan tarbiyah sebagai program 

utamanya, berpegang pada kitab dan sunnah sebagai metodenya. Ormas Islam 

ini pada tahun 2013 sudah memiliki 33 Dewan Pimpinan Wilayah, 287 

Pimpinan Daerah dan 70 Pimpinan Cabang.  

       Berangkat dari latar belakang inilah LAZNAS Hidayatullah Ponorogo 

mempunyai karakteristiknya. Di antaranya, kemandiriannya dalam pendanaan, 

di mana Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah tidak mengucurkan anggaran 

untuk cabang. Pengurus LAZNAS BMH dari cabang sampai pusat harus laki-

laki, tidak boleh dari perempuan. Dari netralitas organisasi induknya, dan 
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semangat juang dan dakwah dari pelaksananya LAZNAS BMH Ponorogo 

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mengukir prestasinya dalam 

pengelolaan zakat di Ponorogo.  

    Hasil penghimpunan zakatnya ranking kedua setelah LAZ Umat Sejahtera. 

3. BAZNAS Daerah Ponorogo. Kelembagaan amil zakat ini legal formal, 

berafiliasi ke organisasi induknya, yaitu BAZNAS Pusat. Hasil penghimpunan 

zakatnya, walaupun cukup tinggi, rangking 3 setelah LAZ BMH itu, belum 

seberapa bila dibandingkan dengan kelembagaannya yang difasilitasi 

pemerintah. Penghimpunan zakatnya sebenarnya fiktif, karena dana yang 

terkumpul itu sebenarnya jenis infaq yang dihimpun oleh UPZ dari PNS di 

satker pemda sebesar Rp 500,- sampai beberapa ribu sesuai golongan 

kepegawaiannya, perorang perbulan. Jadi bukan zakat ma>l pegawai atau zakat 

profesi yang sesungguhnya. Sebab jika zakat profesi yang diterapkan secara 

murni, maka pegawai yang gajinya Rp 5 juta per bulan pun belum tentu 

mencapai nisa>b-nya. Etos kerja dan semangat kerja badan amil zakat ini 

lemah. Pekerjaan dilakukan tidak sepenuh hati, semi dinas, tidak ada tenaga 

yang khusus sebagai amil zakat, sehingga dikatakan bahwa BAZNAS Daerah 

Ponorogo itu la> yamu>t wala> yah}ya>. Maka seandainya BAZDA itu berjalan 

secara proporsional sesuai visi misinya, maka hasilnya akan jauh lebih besar. 

Namun kenyataannya tidak demikian. Untuk itu perlu pembenahan dan 

konsolidasi menyeluruh. 
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4. LAZIS Mari Berzakat. Yang unik dari LAZ ini status legalitasnya belum jelas, 

dan setelah berjalan memasuki tahun kedua dari didirikannya sudah berhenti. 

Padahal pengurusnya terdiri dari orang-orang kaya, muzaki yang nominal 

zakatnya relatif besar, sebagaimana tertulis dalam laporan pemasukannya. 

Dalam daftar pemasukan tercantun nama HM Subki Risya zakatnya Rp 

50.000.000,-, Ir. Joko Santoso Rp 10.000.000,-, dan HM Suyudi Rp 

2.280.000,- Yang menimbulkan pertanyaan mengapa dalam daftar 

pengeluaran tercantum kegiatan menyantuni 700 orang fakir miskin di rumah 

rumah HM Subki Risya sebesar Rp 24.890.000,- dan menyantuni 308 orang 

ustd/ustdh di tempat yang sama sebesar Rp 17.110.000,- dan kegiatan 

menyantuni fakir miskin di rumah HM Suyudi senilai Rp 2.280.000,- ; dan 

keggiatan menyantuni 100 orang fakir miskin di rumah Ir. Joko Santosa 

senilai Rp 7.000.000,- Pertanyaan tersebut menimbulkan perserpsi bahwa 

hasil pengumpulan zakat itu sebagiannya fiktif, bukan kegiatan pengumpulan 

yang dilakukan lembaga yang sebenarnya, tetapi kegiatan pribadi pengurus 

lembaga amil zakat yang kemudian diklaim atau diaku sebagai kegiatan 

lembaga. 

5. Panitia Zakat Desa Jintap. Kelembagaan panitia zakat ini nonformal, 

tradisional, bersifat lokal di lingkup satu desa, tetapi usia keberadaannya 

paling tua, mendahului jauh lembaga lainnya. Lembaga ini konsisten dengan 

tugasnya selama ini, tetapi tidak banyak mengalami perkembangan; jalan di 

tempat. Perkembangan sebenarnya ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

219 
 

penghimpunan zakat, kalau dahulu bersifat menunggu setoran dari muzaki 

mengantarkan padi zakatnya, sekarang menjemput zakat dengan mendatangi 

muzaki dengan mobil angkutan, pada hari yang ditentukan untuk 

pengambilan. Dalam pendistribusian dilakukan kemudahan kepada mustahik. 

Kalau dahulu diterimakan dalam bentuk gabah diambil di kantor zakat, 

sekarang diterimakan dalam bentuk beras atau uang.  Kelambanan 

perkembangan Panitia Zakat Desa Jintap ini disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu (1) kurangnya kepercayaan (trust) masyarakat muzaki kepada panitia 

zakat karena adanya sentimen perbedaan ormas muzaki dan personil panitia; 

(2) Zakat mereka tidak selalu diserahkan semua kepada panitia karena 

sebagian diberikan kepada organisasi atau diminta oleh panti asuhan atau 

asna>f lain; (3) minimnya sosialisasi tentang pengelolaan zakat secara 

korporatif. 

       Realitas dengan keunikannya ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. 

Bila dirunut ke belakang ternyata sangat erat kaitannya dengan latar belakang 

sejarah dakwah Islam dan pembinaan agama di desa itu. Kegiatan dakwah di 

desa itu sudah berjalan aktif, pelan tapi pasti, semenjak tahun 1950 an, dengan 

sistem dakwah yang benar, dengan penekanan dari awal pada pelurusan 

aqidah tauhid dari semua jenis kemusyrikan, melalui pengajian umum rutin 

mingguan, pendidikan di madrasah diniyah, di samping kegiatan dakwah dan 

pendidikan yang ditangani oleh ormas Muhammadiyah dan ormas Syarikat 

Islam di desa tersebut. Kegiatan dakwah dalam kurun waktu sekitar 50 tahun 
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tersebut dipegang secara fokus oleh satu orang kiyai dengan kedalaman ilmu 

agamanya, sehingga dakwah tersebut bejalan meskipun pelan tapi pasti; yang 

pengaruhnya adalah perubahan dan peningkatan keadaan sosial keagamaan 

yang sangat signifikan. Antara lain terlaksananya zakat ma>l dan zakat fitrah di 

desa itu. 

6. Laziswaf Unida Gontor. Lembaga zakat ini unik. Kelembagaannya nonformal 

cukup disahkah dengan SK Rektor Unida Gontor. Lingkupnya lokal di 

kalangan kampus Unida Gontor dan Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Pelaksananya, sebenarnya bisa dikatakan belum profesional. Dalam tradisi 

pesantren Gontor, penugasan menjadi pengurus organisasi atau panitia 

kegiatan apa saja kepada mahasiswa, itu merupakan  pendidikan dan 

pembelajaran. Pelaksana Laziswaf berganti setiap tahun mengikuti alur masa 

belajar mereka, Mereka mahasiswa aktif Unida. Meskipun demikian mereka 

sebagai relawan dengan etos kerjanya yang tinggi, semangat perjuanagan, 

militansi, keikhlasan dan kejujuran dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik dan berhasil dengan hasil usaha yang relatif besar. 

      Keunikan lain dari Laziswaf Gontor adalah identik dengan keunikan 

Pondok Modern Darussalam dengan Panca Jiwa-nya dan nama besar Gontor 

di Indonesia. Oleh karena itu, walau pun Laziswaf Unida Gontor itu bersifal 

lokal tetapi sebenarnya berskala nasional, berpotensi besar, dan bila 

kegiatannya betul-betul diintensifkan maka akan menghasilkan yang lebih 

besar. 
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7. LAZIS Muhammadiyah Ponorogo ini sebagi lembaga yang berafiliasi kepada 

induk organisasi Muhammadiyah biasa saja, tidak ada yang unik. Namun 

demikian sebenarnya dalam pengelolaan ZIS mempunyai potensi yang besar, 

karena Muhammadiyah ormas besar yang mempunyai unit-unit amal usaha 

yang bermacam-macam, yang bisa menghasilkan kekayaan  dan menyumbang 

harta zakat infaq sedekah yang besar juga. Namun potensi yang besar itu 

belum bisa sepenuhnya dikelola dengan baik. Di kalangan  warga 

Muhammadiyah dan lembaga amil zakat ini ada semangat yang merupakan 

elan vital-nya yaitu theologi al-ma>‘u>n yang direfleksikan di antaranya dalam 

filantropinya. Dengan demikian LAZIS Muhammadiyah Ponorogo apabila 

diberdayakan betul dalam pengelolaan ZIS maka akan menjadi kekuatan yang 

dahsyat bagi kesejahteraan umat. 

8. LAZIS Nahdlatul Ulama.Ponorogo ini sebagai LAZ yang berafiliasi kepada 

ormas besar NU, tidak ada hal yang spesifik istimewa. Namun karena induk 

organisainya, NU ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki massa yang 

besar tersebar di seluruh Nusantara, maka LAZ ini mempunyai potensi besar 

dan peluang untuk dikembangkan. Saat ini realitasnya masih berkata lain. 

LAZ ini SDMnya belum memadai. Dalam susunan pengurus, pelaksana 

lapangannya hanya tiga orang sehingga belum bisa menjangkau seluruh 

jamaah NU di seluruh kecamatan di Ponorogo. Manajemennya belum solid. 

Dalam laporan keuangan, neraca pemasukan dan pengeluarannya ada hal yang 

janggal. Pemasukan di tahun 2014 relatif kecil yaitu Rp 7.500.000,- kemudian 
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di tahun 2015 meningkat tajam menjadi Rp 183.912.570,- Namun 

penyalurannya hanya Rp 82.492.277,- (44,8 %) dari pemasukan. Saldonya 

lebih besar dari pengeluarannya. Ini mengindikasikan  kurang baikknya 

manajemen keuangannya.  

B. Kelebihan dan Kekurangan  

         Klasifikasi pengelola zakat kepada peroranganl (fardiy) dan korpratif 

(Jama>‘iy) kemudian klasifikasi korporatif dan rincian karakter msing-masing 

lembaga amil zakat di atas memunculkan pertanyaan apa kelebihan dan 

kekurangan masing-masing model atau tipe pengelola.  

         Pengelolaan zakat tipe individual ini mengandung unsur positif atau 

kelebihan dan negatifnya .atau kekurangannya. Positifnya, dengan dikelola 

sendiri, di satu sisi pengelolaan zakat bisa lebih praktis memuaskan muzaki 

karena dapat mengetahui langsung penerimaannya, sehingga merasa terjamin 

sampainya kepada mustahik. Muzaki bisa menunjukkan kebaikannya kepada 

mustahik, lebih-lebih mustahiknya itu kerabat dekatnya atau tetangganya. 

Mustahik juga merasa lebih senang karena kebaikan muzaki yang kerabatnya 

atau tetangganya, yang pada gilirannya akan terjadi hubungan sosial yang baik 

antara muzaki dan mustahik. Hanya saja ini mungkin positif bagi muzaki yang 

kurang menguasai hukum-hukum zakat. Bagi muzaki yang benar-benar 

memahami hukum zakat mungkin tidak demikian karena tahu sisi negatifnya cara 

itu.  
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  Sisi negatifnya, model perorangan ini bisa  membuka celah ketidak-jujuran 

bagi muzaki dan kesalahan dalam penerapan hukum zakat. Ketidak jujuran itu 

bisa terjadi dalam menentukan  mustahik penerima zakat, dikarenakan pengaruh 

emosi, interes pribadi atau selera dari muzaki itu. Karena emosi, interes pribadi 

atau hubungan spesial antara muzaki dan mustahik, zakat wajib bisa berubah 

menjadi hadiah, tunjangan hari raya, atau bonus dalam transaksi perdagangan atau 

hubungan kerja. Perubahan fungsi zakat itu merubah niat dan keikhlasan dalam 

amal, Perubahan niat itu merubah sahnya amal menjadi batal.  Sisi negatif yang 

lain tipe ini memberi peluang masuknya unsur riya’ atau niat ganda dalam zakat 

yaitu niat menjalankan perintah Allah dan unsur pamer mencari muka di hadapan 

manusia, seperti niat agar dipuji dihormati dianggap dermawan dsb. Sisi negatif 

lainnya dari pengelolaan zakat individual ialah ketidak mampuan melakukan 

langkah-langkah pengembangan yang biasaanya hanya bisa dilakukan dalam 

kelembagaan, seperti zakat produktif dalam bentuk pemberian modal bergulir 

kepada mustahik, atau investasi harta zakat yang keuntungannya diberikan kepada 

mustahik. 

  Di antara kesalahan dalam penerapan hukum zakat ketidak sesuaian kadar 

zakat dengan jumlah harta yang wajib dizakati. Misalnya zakat itu seharusnya 10 

% dari hartanya ada 200 kg padi. Tetapi karena terasa banyak sekali jumlah itu, 

maka yang dibayarkan  kurang dari 200 kg, atau hanya sekedarnya, tidak tepat 

dengan jumlah hartanya. 
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           Pengelolaan zakat individual ini belum sesuai dengan teori zakat sebagai 

rukun Islam ketiga, yang pelaksanaan manajemennya merupakan sinergi antara 

perintah kepada muzaki menunaikan zakat ( a>tu> al-zaka>h) dan perintah 

mengambil zakat dari muzaki  ( khudh min amwa>lihim s}adaqah ) yang ditujukan  

kepada imam atau wakilnya atau amil zakat. Pengelolaan zakat individual baru 

pelaksanaan dari satu sisi perintah menunaikan zakat, belum mensinergikannya 

dengan perintah mengambil zakat.  

            Pengelolaan zakat korporatif pada prinsipnya sudah benar, karena sudah 

sesuai dengan hukum-hukum pengelolaan zakat sebagaimana dicontohkan oleh 

Rasulullah dan sahabatnya dan sebagai mana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh 

zakat. Namun kalau ada kekukurangannya itu hanya berkenaan dengan 

pelaksanaannya yang terkadang menghadapi kendala praktis seperti kurangnya 

sumber daya manusia pelaksananya dan infrastruktur kelembagaannya yang 

belum memadai, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat.  

Kekurangan lainnya, adanya salah paham atau penilaian negatif dari mustahik 

atau muzaki  terhadap model korporatif itu,  akibat kurangnya sosialisasi tentang 

model korporatif yang mengakibatkan penolakan dari mereka karena kurang puas 

dengan cara tersebut.  

           Dalam konteks pengelompokan pengelolaan korporatif kepada mandiri dan 

berafiliasi ada sisi positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangannya. 

Kelebihan atau sisi positif kelompok LAZ mandiri: lAZ mandiri, dengan 

kemandiriannya cenderung terdorong untuk bekerja keras sehingga menjadi 
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dinamis dan kreatif, selalu berusaha memperbaiki manajemennya, meningkatkan 

kinerjanya, dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. 

Karena kemandiriannya, LAZ model ini tidak mudah dientervensi oleh 

kepentingan golongan atau partai, dan lebih pro aktif berkomunikasi dengan 

masyarakat dan berusaha meyakinkan muzaki maupun mustahik tentang 

akuntabilitas programnya.  

          Kekurangan LAZ mandiri, lembaga amil zakat tipe mandiri itu tertuntut 

karena kemandiriannya itu untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan 

peraturan dan regulasi pengelolaan zakat yang mempersyaratkan beberapa 

persyaratan yang tidak mudah dipenuhi, antara lain syarat pencapaian zakat yang 

fantastis jumlahnya yang apabila tidak dapat memenuhi, bisa terancam bubar atau 

membuat induk organisasi dan LAZ  itu menjadi menjadi  Unit Pengumpul Zakat 

dibawah BAZ atau LAZNAS. Sisi kekurangan lainnya, LAZ mandiri tidak dapat 

menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas pemerintah; dan pengawasan dari 

Dewan Syariah Nasional atau BAZNAS mungkin kurang maksimal. 

          Segi positif atau kelebihan LAZ yang berafiliasi, bahwa dengan 

berafiliasinya kepada induk organisasi atau pusat organisasi itu jaminan legalitas 

kelembagaannya cukup kuat selagi organisasi pusatnya kuat. LAZ berafiliasi 

mempunyai potensi besar dari karena ikatan keanggotaan atau fanatisme golongan 

dari anggota organisasi induknya dan mendapat kepercayaan.  

          Segi kekurangannya, yaitu bahwa dengan ketergantungannya pada pusat, 

lembaga itu menjadi kurang tertantang untuk maju, kreatif dan dinamis. Selain itu, 
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karena adanya aturan dari induk organisasi yang terkadang aturan itu menjadi 

kendala dalam aplikasinya di tataran teknis berkenaan dengan perbedaan situasi 

dan kondisi di tingkat cabang atau daerah. 

         Untuk melengkapi analisis tentang kelebihan dan kekurangan di atas penulis 

coba kemukakan analisis SWOT untuk pengelolaan zakat di Ponorogo. Institusi  

Zakat dan Lembaga Amil zakat sebagai lembaga keuangan Islam dapat 

diasumsikan sebagai lembaga perbankan yang fungsi utamanya funding dan 

financing, atau lembaga bisnis yang melakukan kegiatan pruduksi dan distribusi, 

maka analisis SWOT bisa diterapkan pada lembaga pengelolaan zakat di 

Ponorogo. Pengelolaan zakat di Ponorogo mempunyai 4 faktor yang terangkum 

dalam akronim SWOT, Strengths atau kekuatan, Weaknesses atau kelemahan, 

Opportunities atau peluang, dan Threaths atau ancaman. 

         Strengths : Mayoritas penduduk beragama Islam. Kesadaran umat Islam 

dalam berzakat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi 

stabil. Potensi zakatnya 2,5 % PDRB nya = 235 miliar. Adanya undang-undag 

zakat yang tidak lagi hanya isu umat, tetapi telah menjadi agenda dan program 

pemerintah. 

         Weaknesses:  Kesadaran sebagian umat untuk berzakat sebenarnya masih 

rendah meskipun ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya karena masih 

banyaknya yang abangan.. SDM pengelola zakat masih kurang banyak.  
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  Opportunities:  Adanya ormas Islam yang mengelola lembaga amil zakat, 

Badan Amil Zakat yang ditangani pemerintah. Banyaknya lembaga pendidikan 

dan sosial. Semakin tumbuhnya ekonomi umat Islam dengan indikasi panyangnya 

waiting list calon jamaah haji. 

 Threaths: kurangnya sosialisasi undang-undang zakat. Undang-undang zakat 

masih kurang komprehensif, termasuk tidak adanya sanksi bagi wajib zakat yang 

tidak menunaikan zakat. Kurang transparansi dalam manajemen zakat terutama 

dari pemerintah. 

C. Formulasi Tipe Ideal Untuk Pengelolaan Zakat 

      Telah disajikan di atas paparan data dan temuan penelitian tentang 

pengelolaan zakat di Ponorogo oleh perorangan dan lembaga-lembaga amil zakat 

dengan bebagai pengalaman empiriknya, variasi wujud kelembagaan dan 

kinerjanya, kelebihan dan kekurangan masing-masing dan prestasi hasil kerjanya. 

Dari data dan temuan itu perlu diambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

untuk menformulasikan tipe lembaga amil zakat yang bagaimana kah yang 

dianggap ideal. Selain pertimbangan atas dasar pengalaman empirik itu, untuk 

merumuskan model atau tipe ideal lembaga amil zakat, perlu ditinjau kembali 

beberapa aspek hukum Islam :  

1. Teori Maqa>sid al-Shari>‘ah. Teori ini menyatakan bahwa tujuan umum Allah 

mensyariatkannya hukum-hukum Islam ialah merealisasikan maslahat bagi 

manusia,  dengan menjamin terwujudnya maslahat d{aru>riyya>t (primer) mereka, 
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dan mencukupi kebutuhan ha>jiyya>t (skunder) mereka dan kebutuhan akan 

kelengkapan hidup yang bersifat tah}si>niyya>t (tersier) mereka.
8
  

        Hukum-hukum syariah  yang berkenaan dengan perbuatan manusia, jika 

tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, maka hukum itu 

menjadi hak penuh Allah. Tidak ada alternatif bagi orang mukalaf  untuk 

mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Pelaksanaannya  di tangan umaro’ 

(ulu> al-amr). Dalam ilmu Ushul Fiqih disebutkan: 

أفعال المكلفين التي تعلقت بّا الأحكام الشرعية إن كان المقصود بّا مصلحة المجتمع عامة 
فيو. وتنفيذه لولي الأمر. وإن كان فحكمها حق خالص لله و ليس للمكلف خيار 

المقصود بّا مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص للمكلف ولو في تنفيذه الخيار. 
وإن كان المقصود بّا مصلحة المجتمع والمكلف معا و مصلحة المجتمع فيها أظهر فحق الله 

ا فيها الغالب وحكمها كحكم ما ىو حق خالص لله. وإن كانت مصلحة المكلف فيه
 9أظهر فحق المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما ىو خالص للمكلف

 

 Hukum zakat tujuannya maslahat masyarakat secara umum, sebagai 

bagian dari sistem kehidupan sosial ekonomi bersama. Maka hukumnya itu 

menjadi hak Allah sepenuhnya, pelaksanaanya menjadi tanggung jawab waliy 

al-amr (umaro’) penguasa, khalifah atau negara. Atas dasar asumsi ini maka 

penerapan hukum zakat itu harus harus ditangani oleh waliy al-amri sebagai 

representasi kekuasaan Allah (khal>ifat Allah).    

                                                           
8
 Abdul Wahab khalla>f, Usu>l al-Fiqh, 197, 

9
 Ibid., 210. 
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2. Hukum zakat dan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaannya yang telah 

dicontohkan  oleh Rasulullah dan didikuti para sahabat dan khalifah sahabat 

dan khalifah-khalifah sesudahnya sepanjang sejarah. 

3. Paradigma trilogi “Iman – Islam –Ihsan” atau “Aqidah  - Syariah -  Akhlaq” 

atau Ilmu – Teknologi – Seni. Paradigma itu intinya bahwa pelaksanaan syariat 

Islam itu bertolak dari aqidah tauhid (ma‘rifat Allah wa Ikhla >s} al-niyyah lilla>h), 

suatu keyakinan bahwa manusia itu hamba Allah yang wajib menyembah-Nya 

dengan cara yang ditentukan oleh-Nya melalui nabi atau rasul utusan-Nya. 

Keindahan moralitas kehidupan manusia itu adalah perpaduan antara aqidah 

dan syariah. Perpaduan antara ketiga-tiganya merupakan konstruksi perisma 

kehidupan yang kokoh. 

Gambar 5.1 

Trilogi Iman, Islam dan Ihsan 

 

        

 

 

 

 

 

Maka setelah memperhatikan data-data empirik pengelolaan zakat di 

masyarakat kabupaten Ponorogo, menganalisisnya dari berbagai aspeknya, dan 
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menarik sekian banyak proposisi, serta pertimbangan teori maqa>s{id al-shari>‘ah 

dan paradigma trilogi aqidah-syariah-akhlaq, penulis mencoba menformulasikan 

tipologi model lembaga pengelola zakat yang ideal dan efektif. Atas dasar 

pertimbangan di atas maka pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang ideal 

adalah yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:  

1. Pengelola zakat atau amil zakat itu berbentuk tim, badan, lembaga, bersifat 

korporatif (jama>‘iy) bukan indifidual (fardiy). 

2. Lembaga amil zakat itu menerapkan paradigma trilogi “Iman-Islam-Ihsan” 

dan sifat primer amil atau pekerja yaitu qawiy  dan ami>n  (kuat dan 

terpecaya). Artinya pembentukan LAZ itu harus didasari dan berangkat dari 

aqidah Islamiyah yang kuat yang diperoleh dengan ilmu (science). LAZ itu 

mempunyai kekuatan fisik melaksanakan tugas, fungsi dan pekerjaannya 

(terapan/tech) menghimpun zakat dari muzaki dan meditribusikannya kepada 

mustahik sesuai sesuai dengan ketentuan syariah.  LAZ memegang teguh 

akhlaq Islam yang merupakan integritas antara aqidah dan syariah, dan 

merupakan (seni/art)nya bekerja. 

3. Lembaga Amil Zakat itu sebuah organisasi profesi yang dipersiapkan untuk 

bekerja secara profesional, praktis, operasional, memiliki cukup kemampuan 

manajerial suatu organisasi dengan planning, organizing, actuating dan 

controlling (POAC) nya, terkait dengan pengumpulan zakat dan 

pendistribusiannya, meliputi administrasi, pendataan, perhitungan muzaki dan 

mustahik, penelitian dan pengembangannya, sehingga dapat mengumpulkan 
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zakat dari muzaki dengan cermat dan benar, dan mendistribusikannya kepada 

mustahik dengan benar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna. 

4. Lembaga Amil Zakat harus mempunyai payung hukum yang melindungnya dan 

memberinya legalitas dan kekuatan kompetensi untuk bekerja. Payung hukum 

dimaksud ialah kuasa hukum Allah berupa waliy al-amr, atau atas nama negara 

Islam, atau suatu kementerian atau departemen yang mengurus hal ihwal umat 

Islam di dalam negara bukan Islam. Untuk itu jika lembaga amil zakat itu 

berada di bawah kekuasaan negara Islam yang menerapkan Islam dalam 

seluruh kehidupan, lembaga amal itu tinggal mengikuti semua hukum Islam 

yang diberlakukan. Jika lembaga amil zakat itu berada di bawah kekuasaan 

negara yang bukan Islam, seperti Indonesia maka diperlukan regulasi atau 

undang-undang yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di negara itu 

termasuk pelaksanaan zakat. Dengan demikian ada hukum yang bersifat 

mengikat seluruh warga muslim di negara itu. 

            Dari analisis data di atas ditemukan bahwa LAZ yang memenuhi kriteria 

sebagai lembaga amil zakat yang efektif dan efisien di kabupaten Ponorogo ada 

dua. Satu lembaga dari LAZ model korporatif mandiri yaitu LAZ Umat 

Sejahtera,  dan satu lembaga dari LAZ model korporatif berafiliasi yaitu 

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah cabang Ponorogo.  


